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This study evaluates the effectiveness of the Jakarta Smart Card (KIP) program in 
increasing access to education and reducing dropout rates in Indonesia. A literature 
study and document review approach was used to analyze the program's coverage, aid 
distribution, and impact on school participation rates. The results show that KIP has 
made a positive contribution, but uneven distribution and delays in disbursement of 
funds hamper its effectiveness, especially in remote areas. Administrative constraints 
and low digital literacy are also major challenges. Recommendations focus on 
strengthening the data collection system, technological innovation, and improving 
cross-sector coordination to support the sustainability of the program. By evaluating 
these obstacles, it is hoped that more targeted solutions can be found. This study 
provides important input for improving national education policy. Increasing the 
effectiveness of the KIP program not only contributes to access to education but also to 
human resource development. This study is expected to be a reference for improving 
education policy and implementing similar programs in the future. 
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ABSTRAK  

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas program Kartu Jakarta Pintar (KIP) dalam 
meningkatkan akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah di Indonesia. Pendekatan 
studi pustaka dan telaah dokumen digunakan untuk menganalisis cakupan program, 
penyaluran bantuan, dan dampaknya terhadap angka partisipasi sekolah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa KIP telah memberikan kontribusi positif, namun penyaluran yang tidak 
merata dan keterlambatan pencairan dana menghambat efektivitasnya, terutama di daerah 
terpencil. Kendala administratif dan rendahnya literasi digital juga menjadi tantangan utama. 
Rekomendasi difokuskan pada penguatan sistem pendataan, inovasi teknologi, dan 
peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan program. Dengan 
mengevaluasi hambatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat sasaran. 
Penelitian ini memberikan masukan penting bagi perbaikan kebijakan pendidikan nasional. 
Peningkatan efektivitas program KIP tidak hanya berkontribusi pada akses pendidikan tetapi 
juga pada pengembangan sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan 
untuk perbaikan kebijakan pendidikan dan implementasi program serupa di masa depan. 
 
Kata kunci: Kartu Indonesia Pintar, Akses Pendidikan, Putus Sekolah, Penyaluran Bantuan, 
Evaluasi Program.
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PENDAHULUAN 
Putus sekolah masih menjadi tantangan serius dalam sektor pendidikan di Indonesia. 

Masalah putus sekolah menjadi tantangan signifikan dalam sektor pendidikan di Indonesia. 
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, angka putus sekolah pada jenjang 
SMP mencapai 1,24%, sementara di jenjang SMA sebesar 1,84%(Nur Dahyanti et al., 2024)(Al-
Faiza et al., 2025). Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah tekanan ekonomi, 
terutama di kalangan masyarakat prasejahtera(Noor Safitri et al., n.d.). Banyak keluarga tidak 
mampu membiayai kebutuhan pendidikan seperti seragam, buku, dan transportasi. Kondisi 
ini memperburuk ketimpangan akses pendidikan antara kelompok berpenghasilan rendah 
dan menengah ke atas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun berikutnya (2023) 
menunjukkan bahwa 4,1 juta anak Indonesia tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan 
menengah(MANAJEMEN SARANA, n.d.)(4.+Analisis+Pembiayaan+Pendidikan+di+Indonesia, 
n.d.). Sebagian besar anak yang putus sekolah berasal dari keluarga prasejahtera, terutama di 
wilayah pedesaan dan terpencil(Kuswandari et al., 2022). Ketidakmampuan membiayai 
pendidikan menjadi salah satu penyebab utama, memperbesar risiko ketimpangan sosial. 

 Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) diperkenalkan pada tahun 2014 sebagai bagian 
dari upaya pemerintah mengatasi masalah ini(Nabila et al., 2025). Berdasarkan laporan 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 
2024, KIP telah mencakup lebih dari 18 juta siswa dari jenjang SD hingga SMA(UU_RPJPN-
2025-2045_P20AUG_2024, n.d.)(Lampiran-I-RAN-SDGs-2021-2024, n.d.). Program ini dirancang 
untuk memberikan bantuan finansial kepada siswa miskin guna mendukung kelangsungan 
pendidikan mereka. 

Anggaran KIP mengalami peningkatan signifikan sejak peluncurannya. Pada tahun 
2020, alokasi dana KIP mencapai Rp9,7 triliun, meningkat dari Rp7,2 triliun pada tahun 
2015(PENDIDIKAN MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA PERAN YAPIS 
MEMBENTUK SDM TERDIDIK DI TANAH PAPUA, n.d.)(Heti Tri Rahmawati et al., 
n.d.)(Esmi Tsalsa Sofiawati et al., n.d.). Anggaran ini terus meningkat menjadi Rp10,5 triliun 
pada tahun 2023, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Negara 2024. 
Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses 
pendidikan(Azizan et al., n.d.). 

Studi menunjukkan bahwa KIP memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan 
angka partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP meningkat dari 76,6% 
pada tahun 2014 menjadi 82,1% pada tahun 2022, menurut data BPS(Handraini et al., 
2025)(Zamaludin et al., 2024). Meski demikian, APM di wilayah terpencil, seperti Papua 
(58,3%) dan Maluku (63,7%), masih jauh tertinggal dibandingkan rata-rata nasional(Marsa & 

Santoso, n.d.)(Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarwilayah Di Indonesia SRI 
WAHYUNI SINAGA, n.d.). 

Sistem distribusi KIP menghadapi tantangan besar dalam menjangkau wilayah 
terpencil. Laporan Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 61% siswa 
miskin di wilayah pedalaman yang berhasil menerima bantuan(Jantika Esyi et al., n.d.)(Heni 
et al., 2025). Sebaliknya, distribusi di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta mencapai 91%. 
Ketimpangan ini mencerminkan hambatan geografis dan administrasi dalam pelaksanaan 
program. 

Verifikasi penerima manfaat juga menjadi isu penting dalam implementasi KIP(Adnin 
Chiesa Syahwanes et al., 2025). Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 
mengungkapkan bahwa sekitar 13% dari data penerima bantuan tidak valid atau tidak sesuai 
dengan kriteria(Ritonga et al., n.d.)(Yunnita Sari et al., 2025). Akurasi data menjadi tantangan 
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utama dalam memastikan bantuan sampai kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. 
Keterlambatan pencairan dana menjadi kendala lain yang sering dikeluhkan oleh 

sekolah dan penerima manfaat(EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR 
(PIP) DI SMA, n.d.). Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, sekitar 18% pencairan 
dana KIP terlambat lebih dari satu bulan(Nahdiyyah, n.d.). Hal ini berdampak langsung pada 
kemampuan siswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka tepat waktu. 

Isu literasi digital di kalangan penerima manfaat turut memengaruhi efektivitas 
program KIP. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023 
mencatat bahwa penetrasi internet di wilayah Papua baru mencapai 43%, sedangkan di 
Maluku hanya 49%(Suardini et al., n.d.)(Wardana & Mursyidah, 2025). Rendahnya akses ini 
memperburuk kesenjangan informasi terkait manfaat program. 

Program KIP berhasil menurunkan angka putus sekolah di beberapa wilayah, tetapi 
dampaknya belum merata(Ariani et al., 2025). Studi oleh Pusat Penelitian Kebijakan 
Pendidikan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa KIP mengurangi angka putus sekolah 
hingga 8% di tingkat nasional(Ananta & Kurniati, n.d.)(Mohammad Hajir Suleman et al., 
2025a). Akan tetapi, dampak tersebut lebih terasa di wilayah dengan infrastruktur pendidikan 
yang memadai. 

Kritik terhadap program ini juga muncul terkait nominal bantuan yang dinilai tidak 
mencukupi(Ghia Dimmera et al., n.d.). Saat ini, siswa SD menerima bantuan Rp225.000 per 
semester, siswa SMP Rp375.000, dan siswa SMA Rp500.000(Setiawan et al., n.d.). Nominal ini 
dianggap belum mampu menutup seluruh kebutuhan pendidikan siswa dari keluarga 
prasejahtera. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program menjadi 
perhatian penting(Ananda et al., 2025)(3971-Article Text-16071-1-10-20250120, n.d.). Laporan 
Transparency International Indonesia (TII) tahun 2023 mencatat bahwa hanya 65% sekolah 
yang mempublikasikan laporan penggunaan dana KIP. Ketidaksesuaian laporan dengan 
pelaksanaan di lapangan mengurangi kepercayaan publik terhadap program ini. 

Program KIP memiliki potensi besar untuk mendukung pemerataan pendidikan di 
Indonesia jika dikelola lebih baik(Goktua et al., n.d.). Dukungan kebijakan yang komprehensif 
sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem distribusi dan 
pengelolaan(BUILDING+THE+FUTURE+OF+SUMBA+WOMEN-39102, n.d.). Keterlibatan 
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan 
implementasi program ini. Kajian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana program KIP 
efektif dalam mengurangi angka putus sekolah. Dengan menggunakan pendekatan studi 
literatur dan telaah dokumen, penelitian ini menggali data distribusi, tantangan implementasi, 
dan dampak program pada partisipasi pendidikan. Hasil evaluasi diharapkan memberikan 
rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program. 

Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala utama yang menghambat keberhasilan 
program, termasuk faktor administratif, geografis, dan sosial. Dengan mengevaluasi 
hambatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini 
memberikan masukan penting bagi perbaikan kebijakan pendidikan nasional. 

Peningkatan efektivitas program KIP tidak hanya berkontribusi pada akses pendidikan 
tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan menjadi 
rujukan untuk perbaikan kebijakan pendidikan dan implementasi program serupa di masa 
depan. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan 
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telaah dokumen untuk mengevaluasi efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Data 
yang digunakan berasal dari laporan pemerintah, jurnal ilmiah, artikel media, dan publikasi 
organisasi internasional terkait pendidikan. Sumber utama mencakup laporan tahunan 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 
2014–2024, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), data statistik Badan Pusat Statistik 
(BPS), serta penelitian dari jurnal bereputasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui 
pencarian literatur pada basis data elektronik seperti Scopus dan Google Scholar, serta 
penyaringan dokumen relevan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir untuk memastikan 
keakuratan dan relevansi informasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis 
tematik dengan langkah-langkah meliputi pengelompokan data berdasarkan tema utama, 
seperti cakupan, distribusi, dan dampak program KIP. Pola dan kesenjangan distribusi 
dianalisis untuk mengidentifikasi kendala administratif dan geografis dalam implementasi 
program. Data yang diperoleh dibandingkan dengan literatur lain untuk meningkatkan 
validitas temuan. Meskipun penelitian ini terbatas pada analisis data sekunder, variasi sumber 
yang digunakan diharapkan mampu memberikan wawasan komprehensif terkait efektivitas 
KIP dan menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan di masa mendatang. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Hasil penelitian secara signifikan menunjukkan bahwa Program KIP telah memberikan 
kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga 
kurang mampu. Berdasarkan laporan Kemendikbudristek tahun 2024, sebanyak 18 juta siswa 
di seluruh Indonesia telah menerima bantuan KIP sejak program ini diluncurkan pada 2014. 
Meski demikian, cakupan program masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah-
wilayah dengan akses terbatas. Data BPS menunjukkan bahwa penerima manfaat di daerah 
perkotaan lebih dominan dibandingkan dengan daerah terpencil, seperti Papua dan Maluku. 

Distribusi bantuan KIP cenderung terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur 
pendidikan yang lebih baik. Di DKI Jakarta, 91% siswa miskin tercatat sebagai penerima 
manfaat KIP, sementara di Papua, angka ini hanya mencapai 61%. Perbedaan ini 
mencerminkan adanya kesenjangan geografis dalam pelaksanaan program. Faktor 
penyebabnya meliputi akses transportasi, kesiapan administrasi lokal, dan kurangnya 
infrastruktur komunikasi di wilayah terpencil. 

Verifikasi data penerima bantuan menjadi salah satu kendala utama dalam 
implementasi KIP. Berdasarkan laporan BPK tahun 2022, sekitar 13% data penerima bantuan 
tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ketidakakuratan ini disebabkan oleh sistem 
pendataan yang belum terintegrasi secara nasional. Selain itu, proses verifikasi manual di 
beberapa daerah sering kali memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan 
administratif. 

Keterlambatan pencairan dana bantuan juga menjadi permasalahan yang perlu 
mendapatkan perhatian. Sebanyak 18% pencairan dana KIP pada tahun 2023 dilaporkan 
mengalami keterlambatan lebih dari satu bulan. Kondisi ini berdampak pada 
ketidakmampuan siswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka tepat waktu. 
Beberapa sekolah di daerah terpencil bahkan melaporkan bahwa dana bantuan baru diterima 
menjelang akhir semester. 

Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat juga memperburuk kesenjangan 
distribusi KIP. Survei APJII tahun 2023 menunjukkan bahwa penetrasi internet di Papua hanya 
mencapai 43%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 78%. Rendahnya akses internet 
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menyebabkan kurangnya informasi mengenai persyaratan dan proses pendaftaran KIP. Hal 
ini mengakibatkan banyak keluarga yang memenuhi syarat tidak dapat mendaftarkan anak-
anak mereka sebagai penerima manfaat. 

Program KIP telah memberikan dampak positif dalam menurunkan angka putus 
sekolah di berbagai wilayah. Studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan 
pada 2021 menemukan bahwa KIP mampu mengurangi angka putus sekolah hingga 8% di 
tingkat nasional. Dampak ini lebih terasa di wilayah dengan dukungan infrastruktur 
pendidikan yang memadai, seperti Jawa dan Sumatra. 

Nominal bantuan yang diberikan melalui KIP, meskipun membantu, masih dianggap 
tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan pendidikan secara menyeluruh. Saat ini, siswa 
SD menerima Rp225.000 per semester, siswa SMP Rp375.000, dan siswa SMA Rp500.000. Biaya 
tambahan seperti transportasi, buku, dan kegiatan ekstrakurikuler sering kali tidak tercover 
oleh bantuan ini. Akibatnya, keluarga miskin masih menghadapi kesulitan dalam mendukung 
pendidikan anak-anak mereka. 

Program KIP juga menghadapi kritik terkait transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan dana. Berdasarkan laporan TII tahun 2023, hanya 65% sekolah yang 
mempublikasikan laporan penggunaan dana secara terbuka. Ketidaksesuaian antara laporan 
resmi dan kenyataan di lapangan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
program ini. 

KIP memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia jika 
kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Penguatan sistem pendataan menjadi langkah awal 
yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Penggunaan teknologi 
digital dapat menjadi solusi untuk memperbaiki proses verifikasi dan distribusi bantuan di 
masa mendatang. 

Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk 
meningkatkan efektivitas program. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam 
mengidentifikasi penerima manfaat, memantau distribusi bantuan, dan memastikan bahwa 
dana digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Koordinasi yang lebih baik antara berbagai 
pemangku kepentingan akan membantu mengurangi kesenjangan distribusi KIP. 

Peningkatan kapasitas literasi digital di kalangan masyarakat juga harus menjadi 
prioritas dalam mendukung keberhasilan program ini. Pelatihan dan sosialisasi mengenai cara 
mendaftar dan mengelola bantuan KIP dapat diberikan melalui sekolah, pusat layanan 
masyarakat, atau media lokal. Pendekatan ini akan membantu meningkatkan akses 
masyarakat terhadap program KIP, terutama di daerah terpencil. Dampak KIP terhadap angka 
partisipasi sekolah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, tetapi masih perlu 
dioptimalkan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang 
program ini terhadap kualitas pendidikan. Selain itu, kajian mengenai efektivitas nominal 
bantuan yang diberikan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di 
berbagai wilayah. 

Sebagai upaya mendukung keberhasilan KIP, pemerintah juga perlu 
mempertimbangkan penerapan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan 
akuntabel. Penggunaan aplikasi berbasis digital untuk pelaporan dan monitoring dana 
bantuan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi program. Langkah ini akan 
membantu mengurangi potensi penyimpangan dana di lapangan. 

Program KIP menunjukkan bahwa intervensi yang tepat sasaran dapat memberikan 
dampak signifikan terhadap akses pendidikan. Namun, keberhasilan program ini sangat 
bergantung pada kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengatasi 
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hambatan yang ada. Peningkatan kerja sama lintas sektor, inovasi teknologi, dan penguatan 
kebijakan menjadi kunci keberhasilan program KIP di masa depan. 
 
Pembahasan 

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah memberikan dampak positif dalam 
meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Data 
Kemendikbudristek tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 18 juta siswa di seluruh 
Indonesia telah menerima manfaat KIP sejak program ini diluncurkan pada tahun 2014. 
Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan inklusif. 
Namun, program ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam distribusi 
bantuan di daerah terpencil. 

Distribusi manfaat KIP cenderung lebih terfokus di wilayah dengan infrastruktur 
pendidikan yang baik. Di DKI Jakarta, misalnya, 91% siswa miskin tercatat sebagai penerima 
KIP, dibandingkan dengan Papua yang hanya mencapai 61%. Perbedaan ini mencerminkan 
adanya kesenjangan geografis dalam pelaksanaan program. Studi oleh World Bank (2023) 
menekankan bahwa kesenjangan ini sering disebabkan oleh akses transportasi dan kesiapan 
administrasi lokal yang tidak merata (Executive-Summary, n.d.). Di wilayah seperti Papua dan 
Maluku, aksesibilitas fisik dan kurangnya infrastruktur komunikasi menjadi hambatan utama. 

Ketidakakuratan data penerima bantuan juga menjadi kendala yang signifikan dalam 
pelaksanaan KIP. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022, sekitar 
13% data penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Masalah ini muncul 
akibat sistem pendataan yang belum terintegrasi secara nasional, serta verifikasi manual yang 
masih digunakan di beberapa daerah. Penelitian Rahmat et al. menunjukkan bahwa integrasi 
data berbasis digital dapat meningkatkan akurasi hingga 80% dan mempercepat proses 
verifikasi (Rahmat & Suhardi, 2025). 

Keterlambatan pencairan dana bantuan menjadi isu penting lainnya. Sebanyak 18% 
pencairan dana KIP pada tahun 2023 dilaporkan mengalami keterlambatan lebih dari satu 
bulan. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan siswa untuk memenuhi kebutuhan 
pendidikan mereka. Beberapa sekolah di daerah terpencil bahkan melaporkan bahwa dana 
bantuan baru diterima menjelang akhir semester. Studi oleh Suleman et al. menyoroti 
pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan pencairan dana tepat waktu, terutama 
di wilayah dengan tantangan logistic (Mohammad Hajir Suleman et al., 2025b). 

Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat turut memperburuk kesenjangan 
distribusi KIP. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023 
mencatat bahwa penetrasi internet di Papua hanya mencapai 43%, jauh di bawah rata-rata 
nasional sebesar 78%. Kondisi ini mengakibatkan banyak keluarga yang memenuhi syarat 
tidak mengetahui proses pendaftaran KIP. Penelitian oleh Nabila et al. menyarankan 
pendekatan berbasis komunitas, seperti pelatihan literasi digital melalui sekolah atau pusat 
layanan masyarakat, untuk meningkatkan akses informasi (Nabila et al., 2025). 

Dampak KIP terhadap angka putus sekolah cukup signifikan, terutama di wilayah 
dengan infrastruktur pendidikan yang memadai. Studi Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan 
menunjukkan bahwa program ini mampu menurunkan angka putus sekolah hingga 8% di 
tingkat nasional (Artikel+Tjahyo+Rawinarno+-+Niagara+Juni+2024, n.d.). Namun, dampak ini 
belum merata di seluruh wilayah, dengan daerah-daerah terpencil masih menghadapi tingkat 
putus sekolah yang tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur pendidikan 
untuk mendukung keberhasilan program. 

Nominal bantuan yang diberikan melalui KIP masih dianggap kurang mencukupi 
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untuk menutupi kebutuhan pendidikan secara menyeluruh. Saat ini, siswa SD menerima 
Rp225.000 per semester, siswa SMP Rp375.000, dan siswa SMA Rp500.000. Biaya tambahan 
seperti transportasi, buku, dan kegiatan ekstrakurikuler sering kali tidak tercover oleh bantuan 
ini. Penelitian Said et al. (2024) menyoroti perlunya evaluasi nominal bantuan untuk 
menyesuaikan dengan kebutuhan riil siswa di berbagai wilayah (Said et al., 2024). 

Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KIP juga menjadi 
sorotan. Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia (TII) tahun 2023, hanya 
65% sekolah yang mempublikasikan laporan penggunaan dana secara terbuka. 
Ketidaksesuaian antara laporan resmi dan kenyataan di lapangan menurunkan tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Implementasi sistem pelaporan berbasis 
digital, seperti yang disarankan oleh Marsa & Santoso (n.d.), dapat membantu meningkatkan 
transparansi dan memperbaiki akuntabilitas program (Marsa & Santoso, n.d.). 

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengurangi 
kesenjangan dalam pelaksanaan KIP. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam 
mengidentifikasi penerima manfaat, memantau distribusi bantuan, dan memastikan dana 
digunakan sesuai kebutuhan siswa. Penelitian Ananda et al. (2025) mencatat bahwa koordinasi 
yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan efektivitas program 
hingga 30%. Peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat menjadi langkah strategis 
untuk mendukung keberhasilan program KIP. Sosialisasi melalui media lokal, sekolah, dan 
pusat layanan masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 
persyaratan dan prosedur pendaftaran KIP. Suleman et al. (2025) merekomendasikan 
kolaborasi antara pemerintah dan penyedia layanan internet untuk meningkatkan akses 
digital di daerah-daerah terpencil (Mohammad Hajir Suleman et al., 2025a). 

Evaluasi jangka panjang terhadap dampak program KIP perlu dilakukan untuk 
memastikan kontribusinya terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kajian oleh 
World Bank (2023) menunjukkan bahwa intervensi pendidikan berbasis bantuan sosial dapat 
meningkatkan partisipasi sekolah, tetapi dampaknya terhadap hasil pembelajaran 
memerlukan pengukuran yang lebih mendalam. Penelitian lebih lanjut dapat membantu 
mengidentifikasi kebutuhan spesifik di setiap wilayah. 

Penguatan mekanisme pengawasan juga menjadi prioritas untuk meningkatkan 
akuntabilitas program. Penggunaan teknologi digital dalam pelaporan dan monitoring dapat 
membantu mengurangi potensi penyimpangan dana. Studi oleh Nabila et al. (2024) menyoroti 
bahwa sistem pengawasan berbasis teknologi mampu meningkatkan efisiensi hingga 40% 
dalam distribusi bantuan. 

Program KIP memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses dan kualitas 
pendidikan di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada upaya bersama 
dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang ada. Langkah-
langkah seperti penguatan infrastruktur pendidikan, peningkatan literasi digital, dan 
pengawasan berbasis teknologi menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak positif 
program ini di masa depan. 
 
KESIMPULAN 

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu kebijakan strategis 
pemerintah untuk mengatasi masalah putus sekolah dan memperluas akses pendidikan bagi 
siswa dari keluarga prasejahtera. Berdasarkan temuan penelitian, KIP telah menunjukkan 
dampak positif dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan, terutama pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah. Namun, efektivitas program ini belum merata di seluruh 
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wilayah Indonesia, dengan tantangan utama meliputi kendala geografis, administratif, dan 
keterbatasan infrastruktur. Meskipun bantuan finansial dari KIP telah meringankan sebagian 
beban keluarga miskin, nominal bantuan yang diberikan masih dinilai kurang mencukupi 
untuk menutup seluruh kebutuhan pendidikan. Biaya tambahan seperti transportasi, buku, 
seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler sering kali melebihi jumlah bantuan yang diterima. 
Oleh karena itu, evaluasi terhadap nominal bantuan dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan 
lokal sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program ini. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program menjadi faktor penting 
untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan KIP. Temuan menunjukkan bahwa hanya 
sebagian kecil sekolah yang mempublikasikan laporan penggunaan dana secara terbuka. 
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengembangkan sistem monitoring berbasis 
digital yang memungkinkan pelaporan real-time dan mempermudah pengawasan. Langkah 
ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga memperbaiki kualitas 
pengelolaan dana. Sebagai kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan 
pemerataan akses, KIP memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sumber daya 
manusia di Indonesia. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan pemerintah 
untuk mengatasi tantangan implementasi melalui inovasi teknologi, peningkatan koordinasi 
lintas sektor, dan penguatan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan 
perbaikan yang terfokus, KIP dapat menjadi landasan utama untuk mewujudkan pendidikan 
inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. 
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